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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti 

dapat menyimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut : 

1. Kedudukan Hukum Akad At-Taba’i dalam Sistem Perbankan Syariah 

Bahwa kedudukan hukum akad at-taba’i dalam sistem perbankan syariah di 

Kota Gorontalo tidak  sesuai prinsip syariah dalam sistem operasional perbankan 

syariah melainkan masih menggunakan sistem yang juga digunakan oleh bank 

konvensional atau bank pada umumnya. Maka dalam hal ini peneliti memandang 

bahwa bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional atau bank pada 

umumnya.  

2. Faktor-faktor yang menghambat akad At-Taba’i tidak diterapkan di Bank 

Syariah 

a. Faktor Sumber Daya Manusia  

Dalam hal ini sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah klasifikasi karyawan perbankan yang memiliki kemampuan mengenai 

prinsip-prinsip syariah dalam segala proses dan proedur perbankan seperti apa yang 

telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan 

syariah dan ketentuan Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 

b. Faktor Respon Masyarakat 

Dalam penelitian ini masyarakat sebagai faktor pengahambat sulitnya 

penerapan Akad At-taba’i karena masyarakat dalam hal ini sebagai (Nasabah) 
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cenderung tidak memahami secara jelas apa itu syariah dalam perbankan, 

masyarakat hanya memandang bahwa syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip 

islam sedangkan jika ditelaah lebih jauh prinsip syariah tidak sepenuhnya 

terlaksana di dalam prakteknya perbankan syriah , perbankan syariah masih 

mengunakan prinsip-prinsip yang juga digunakan bank konvensional pada 

umumnya. 

c. Faktor Lemahnya Regulasi 

Dalam hal ini peneliti menjadikan regulasi sebagai faktor pengahambat 

sulitnya penerapan Akad At-taba’i karena tidak adanya regulasi/ hukum positif 

yang secara jelas dan tegas mengatur mengenai akad At-taba’i ini di dalam Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, meskipun prinsi-prinsip 

syariah telah ditegaskan namun penegasan secara langsung mengenai prosedur 

Akad At-taba’i  tidak dijelaskan di dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang 

perbankan syariah.  

5.2 Saran  

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, 

maka peneliti menyarankan sekaligus merekomendasikan beberapa hal sebagai 

berikut : 

a) Bahwa Perbankan Syariah yang ada di Kota Gorontalo seharusnya benar-

benar menerapkan prinsip syariah di dalam proses dan prosedurnya serta 

tidak mengadopsi prinsip yang digunakan oleh bank konvensional pada 

umumnya. Khususnya dalam penelitian ini,penulis mengkaji lebih dalam 

tentang jaminan di perbankan syariah. 
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b) Seharusnya pihak bank sebagai pengelola keuangan masyarakat bersikap 

kooperatif, jujur, dan terbuka terhadap masyarakat mengenai prinsip dan 

prosedur yang digunakan sehingga tidak menimbulkan kecenderungan 

untuk kepercayaan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diinginkan oleh 

masyarakat. 

c) Serta Perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas yang menjelaskan lebih 

dalam mengenai akad at-Taba’i yang melekat di dalam akad murabahah 

yang sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah  
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